


























































 

 
 
 
 

 
Nomor​ : B-32/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026                         ​ ​ 30 Januari 2026 
Sifat​ ​ : Biasa 
Lampiran​ : 1 (satu) berkas 
Hal​ : Penyampaian IKD 2025 dan IRB 2025  di Provinsi Sumatera Barat 
 
Yth. Gubernur Provinsi Sumatera Barat 
 

BNPB telah melakukan verifikasi dan finalisasi data Indeks Ketahanan Daerah 
(IKD) 2025 untuk penilaian Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2025 di tingkat 
kabupaten/kota melalui  portal https://inarisk.bnpb.go.id/admin. 

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai 
berikut: 

 
1.​ BNPB memberikan apresiasi kepada Provinsi Sumatera Barat atas konsistensinya 

dalam mendorong serta melakukan pendampingan kepada kabupaten/kota dalam 
pelaksanaan penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) setiap tahun;  

2.​ BNPB juga menyampaikan apresiasi kepada BPBD kabupaten/kota yang telah 
melaksanakan penilaian IKD Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran; 

3.​ Sehubungan dengan pemenuhan bukti verifikasi, BNPB telah menyampaikan Surat 
Nomor B-373/BNPB/D-I/SS.01.03/12/2025 yang memberikan kesempatan kepada 
pemerintah kabupaten/kota untuk melengkapinya; 

4.​ BNPB telah melakukan finalisasi hasil IKD kabupaten/kota di Provinsi Sumatera 
Barat sebagaimana terlampir. File final IKD Tahun 2025 dapat diakses melalui 
tautan: https://bit.ly/IKD_Provinsi_Sumatera_Barat_2025_Final;  

5.​ Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2025 dihitung dengan menggunakan 
salah satu input berupa nilai IKD Tahun 2025. Berdasarkan hasil pengolahan 
tersebut, nilai IRB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebesar 176,82 dan Nilai 
IKD rata-rata Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,38; 

6.​ Nilai IRB pada tahun 2025 dihitung menggunakan baseline yang telah 
dimutakhirkan pada komponen bahaya dan komponen kerentanan, sehingga tidak 
untuk dibandingkan dengan hasil perhitungan IRB pada periode tahun 2015-2024; 

7.​ Selanjutnya, BNPB menghimbau Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui 
BPBD Provinsi Sumatera Barat untuk mengoordinasikan pengumpulan IKD 
kabupaten/kota serta melaksanakan pendampingan pada tahun 2026. 

 
 

Demikian . . . 
 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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Demikian  disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. 
 

 
Deputi Bidang Sistem dan Strategi, 

 
 
      ${ttd_pengirim} 
 
 
Raditya Jati 

 
 

Tembusan: 

1.​ Kepala BNPB (sebagai laporan); 
2.​ Sekretaris Utama BNPB; 
3.​ Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat; 
4.​ Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana, Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 
5.​ Direktur Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, 

Kementerian PPN/Bappenas; 
6.​ Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah, Kementerian 

PPN/Bappenas; 
7.​ Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam 

Negeri;  
8.​ Plt. Kepala Biro Perencanaan, BNPB; 
9.​ Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat 
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BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
 

Lampiran​Surat 
Nomor    : B-32/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026 
Tanggal  : 30 Januari 2026 

 
 

Nilai IKD 2025 dan IRB 2025 Kabupaten/Kota 

di Provinsi Sumatera Barat 
 

 
  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deputi Bidang Sistem dan Strategi, 

 
 
      ${ttd_pengirim} 
 
 
Raditya Jati 

 
 

Kabupaten/Kota IKD 2025 IRB 2025 

Agam 0,34  240,30  
Dharmasraya 0,40  150,61  
Kepulauan Mentawai 0,24  201,41  
Kota Bukittinggi 0,28  137,20  
Kota Padang 0,52  185,53  
Kota Padang Panjang 0,37  117,32  
Kota Pariaman 0,50  146,48  
Kota Payakumbuh 0,25  130,13  
Kota Sawahlunto 0,40  162,90  
Kota Solok 0,36  159,11  
Lima Puluh Kota 0,34  197,52  
Padang Pariaman 0,52  163,66  
Pasaman 0,36  213,87  
Pasaman Barat 0,40  254,24  
Pesisir Selatan 0,52  158,29  
Sijunjung 0,37  166,03  
Solok 0,39  183,21  
Solok Selatan 0,42  172,25  
Tanah Datar 0,25  219,49  

${ttd}
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